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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan kehidupannya ada tiga macam 

yaitu sandang, pangan, papan. Untuk memenuhi kebutuhan papan seseorang 

memerlukan sebidang tanah bukan papan atau ramuan untuk membangun sebuah 

tempat tinggal.

Seorang filosuf Confisius pernah menyatakan ribuan tahun lalu kepada 

muridnya: “jika kita ingin membangun, bukannya mutlak diperlukan papan, ramuan 

rumah atau peralatan lainnya, melainkan tempat yang kosong".1 Tempat kosong yang

dimaksud adalah sebidang tanah dalam pengertian yuridis hukum bukan tanah dalam

pengertian fisik.

Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi yang hanya mempunyai

dimensi panjang kali lebar. Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu atas 

dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain serta badan-badan hukum.

John Salindeho, “Manusia, Tanah, Hak dan Hukum”, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hai 37

1
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2

Pengertian tanah dapat ditinjau dari beberapa pengertian, yaitu: 

1. permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;

2. keadaan bumi di suatu tempat;

3. permukaan bumi yang diberi batas;

4. daratan;

5. permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu

negara;

6. bahan-bahan dari bumi;

7. dasar.2

Manusia untuk memenuhi kebutuhan membutuhkan sebidang tanah tempat 

mereka menggantungkan hidupnya. Kebutuhan manusia untuk sebidang tanah 

berlaku untuk semua manusia di dunia tidak terkecuali dimana pun manusia berada. 

Dalam masyarakat adat di Indonesia hubungan manusia dengan tanah mempunyai 

hubungan yang sangat erat yaitu magis-religius. Dimana masyarakat adat selalu 

berpendapat bahwa tanah bukan sekedar suatu tempat untuk bertempat tinggal atau 

bermukim tapi lebih dari suatu tempat yaitu merupakan tempat kelahiran mereka dan 

tempat mereka bermata pencaharian dari tanah tersebut dengan cara berkebun dan 

lain-lain.

Masyarakat berpendapat tanah sangat berharga untuk kehidupan mereka yang 

membuktikan bahwa tanah menempati posisi yang sangat penting dalam kebutuhan

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia1, Jakarta, 
Balai Pustaka, 1997, hal 1000-1001
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manusia, sehingga tanah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomi cukup 

tinggi, yang nilai tanah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, disebabkan 

karena pertumbuhan manusia yang semakin banyak tetapi luas tanah tidak pernah 

bertambah. Kenaikan harga tanah yang terus naik tidak membuat suatu pengecualian 

apakah di daerah pedesaan ataupun di daerah perkotaan tanah mempunyai nilai yang 

tinggi, walaupun seiring dengan jalannya pembangunan yang sering dipusatkan pada 

daerah perkotaan yang menyebabkan harga tanah diperkotaan lebih tinggi dibanding 

harga tanah dipedesaan.

Harga tanah yang tinggi sering menuntut orang untuk memiliki sebidang tanah 

secara ilegal dengan melakukan perampasan atau penyerobatan tanah milik orang lain 

d i mana perampasan dan penyerobotan tanah dapat dilakukan pada tanah-tanah yang 

ditelantarkan oleh pemiliknya, yaitu dengan cara mengklaim tanah tersebut miliknya 

dan kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah teijadinya perampasan dan 

penyerobatan tanah hendaknya tidak menelantarkan tanahnya dan sebaiknya hak 

kepemilikannya atas tanah wajib didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional 

sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang 

pertanahan.

Berdasarkan Pasal 1 sub ke 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus

yang

menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengelolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
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data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kemudian dari uraian definisi tersebut di atas, dalam pelaksanaannya 

Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan lima asas sesuai dengan Pasal 2 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni:

1. asas sederhana, disini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun 

prosedur Pendaftaran Tanah dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan terutama pemegang hak;

2. asas aman, disini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Pendaftaran Tanah 

perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya;

3. asas terjangkau, disini dimaksudkan agar pihak-pihak yang memerlukannya 

terutama golongan ekonomi lemah, dapat teijangkau pemberian pelayanan 

Pendaftaran Tanah;

4. asas mutakhir, disini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaan dan kesinambungan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah;

5. asas keterbukaan, disini dimaksudkan masyarakat dapat memperoleh keterangan 

mengenai data Pendaftaran Tanah yang benar dan “iip to date” setiap saat.3

3 Soelamian Brotosoelamo, “Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997’\ Seminar Nasional; “ Kebijakan Baru Pendaftaran 
Tanah Dan Pajak-Pajak Tanah yang Terkait Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya”, 
Yogyakarta, 13 September 1997
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Pendaftaran Tanah juga merupakan visi dan misi dari Undang-Undang Pokok 

Agraria yang sarat dengan semangat dan amanat untuk menciptakan keadilan di

bidang pertanahan, yaitu:

1. Unifikasi hukum pertanahan nasional sekaligus membangun hukum pertanahan

nasional;

2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah (reformasi penataan penguasaan 

tanah);

3. Penataan penggunaan tanah (penataan dan penyediaan tanah untuk pembangunan 

yang memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat);

4. Penataan pemberian hak atas tanah;

5. Penataan administrasi pertanahan.4

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hak atas tanah yang 

dimiliki seseorang. Sebagaimana diatur didalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan

untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Kemudian, sebagai tanda bukti telah dilakukannya pendaftaran tanah oleh

Badan Pertanahan Nasional diterbitkan sebuah sertifikat hak atas tanah tersebut.

4 Hasan Basri Durin, “Kebijaksanaan Agraria/Pcrtanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan 
Masa Mendatang Dengan Jiwa dan Roh UUPA'\ dalam buku. Editor: Brahmana Adhie dan Hasan 
Basri Nata Menggala, “ Reformasi Pertanahan Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari 
Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya" Bandung Mandar 
Maju, 2002, hal 67
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Penerbitan sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 

menyatakan untuk melaksanakan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan 

sertifikat hak atas tanah.

Beberapa pendapat para saijana tentang pengertian sertifikat, yaitu menurut 

Soegiarto sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah... Sertifikat hak atas 

tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak 

atas bidang tanah tertentu..., sedangkan Abdurrahman berpendapat sertifikat tanah 

sebenarnya adalah tidak lain daripada salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang telah 

dijahit menjadi 1 (satu) dengan diberi suatu kertas sampul yang telah ditentukan oleh 

Menteri Dalam Negeri/Diijen Agraria dan diberikan kepada seseorang yang 

mempunyai hak atas tanah sebagai bukti hak dan bukti telah dilakukan pendaftaran 

daripada tanah yang bersangkutan...”5

Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan hak milik adalah hak turun 

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 

mengingat ketentuan dalam Pasal 6, sehingga seharusnya tanah diatas hak milik 

hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah untuk satu subyek hukum.

Peraturan

5 Z.A. Sangadji, “Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Neg 
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”9 Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal 36

ara
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Namun pada kenyataannya yang sen n g teijadi di dalam masyarakat adalah 

penggandaan sertifikat hak milik atas tanah. Contoh sengketa tanah ganda yang 

menempuh penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah, yaitu:

KASUS I:6

Sengketa tanah dengan objek gugatan sertifikat tanah hak milik No. 2398 atas 

nama Koko Thamrin Gunawan yang terletak di Jl. Angkata 45 RT.55 Lorok Pakjo 

Kecamatan Ilir Barat I Palembang dimana pihak Penggugat bernama Ny. Martina 

yang merasa berhak memiliki tanah tersebut sejak tahun 1975 dengan bukti akta jual 

beli No.79/JB/l 8-1/1975 yang dibelinya dari Saidina Oemar, sedangkan pihak 

tergugat bernama Koko Thamrin Gunawan sebagai Tergugat I dan Badan Pertanahan 

Kota Palembang sebagai Tergugat II dimana Koko Thamrin Gunawan membeli tanah 

tersebut dari Ny. Puspawati Satio pada tanggal 2 April 1984. Dari sertifikat No. 2398, 

terbukti bahwa sebelum atas nama Ny.Puspawati Satio, juga tertulis nama Saidina 

Oemar. Keadaan ini memberikan petunjuk bahwa Saidina Oemar mempunyai itikad 

buruk dengan menjual tanahnya kepada Ny.Martina dan Ny. Puspitawati Satio.

Kemudian Ny.Martina menggugat sertifikat No.2398 atas nama Koko 

Thamrin Gunawan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 3 Mei 1993 gugatan 

No. 26/PTUN.G/PLG/1993 dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara tanggal 15 Nopember 1994 gugatan No.04/Bdg.G/PL/PT.TUN/MDN/1994 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tetap.

6 Majalah IKAHI Tahun XVI. No.187. April 2001, hal 20-27



8

Kemudian lebih lanjut Ny.Martina mengajukan gugatan secara perdata ke 

Pengadilan Negeri tanggal 12 Juli 1996 gugatan No.35/Pdt.G/1996/PN.PLG dan

Pengadilan Tinggi tanggal 15 Maret 1997 gugatan No. 

91/Pdt/l 996/PT.PLG dilanjutkan tingkat kasasi di Mahkamah Agung tanggal 29 

September 1999 gugatan No.l687.K/Pdt/1998.

KASUS II:7

tingkat banding di

Sengketa tanah dengan objek gugatan Sertifikat Hak Pakai No.39 atas nama 

Pemda Tk.II Surabaya yang terletak di Kelurahan Darmo atau sekarang dikenal Jalan 

Indragiri Surabaya dimana pihak Penggugat adalah PT.Setia Kawan Abadi dan Pihak 

Tergugat Badan Pertanahan Kota Surabaya dan Pemda Tk.II Kota Surabaya sebagai 

Tergugat Intervensi.

Adapun duduk perkaranya bahwa semulanya tanah tersebut tercatat atas nama 

Stads Gemeente Surabaya merupakan tanah yang tunduk Hukum Eropa, kemudian 

setelah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria berlaku maka tanah tersebut menjadi “Tanah Negara”. Diatas tanah yang 

dahulunya tanah Stads Gemeente Surabaya pada tahun 1966 didirikan Gedung Olah
'S

Raga seluas 3500 M yang dikenal dengan nama “GELORA” Surabaya dan pada 

tahun 1989, pengurus Yayasan Gelora Pancasila menjual Gedung Olah Raga seluas 

3500 M2 yang berdiri diatas tanah negara 7500 M2 kepada PT.Setia Kawan Abadi.

Kemudian pada tahun 1993 Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur 

menerbitkan Surat Keputusan No.70/HP/35/1993 tanggal 10 Febuari 1993 kepada 

7 Majalah IKAH1 Tahun XIX No.219. Desember 2001, hal 69-76
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Pemda Kota Surabaya diatas tanah dahulunya Stads Gemeente Surabaya yang 

luasnya 25.780 M2 dimana tanah yang diatasnya berdiri Gedung Olah Raga termasuk 

didalamnya. Merasa dirugikan maka PT.Setia Kawan Abadi mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara No. 34/TUN.G/1995/PTUN.Sby tanggal 31 Agustus 

1995, diteruskan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara 

No.90/B/1995/PT.TUN.Sby tanggal 25 Januari 1996, lebih lanjut tingkat kasasi di 

Mahkamah Agung No. 165.K/TUN/1996 tanggal 28 Oktober 1999 dan dilanjutkan 

lebih lanjut tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung No. 23.PK/TUN/2001 

tanggal 29 Mei 2002.

Mengacu pada sengketa tanah yang terjadi pada kedua contoh kasus tersebut 

menunjukkan bahwa untuk satu objek tanah terdapat dua sertifikat yang secara sah 

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan masing-masing pihak merasa bahwa 

dirinya yang berhak atas tanah, sehingga menimbulkan suatu permasalahan siapakah 

yang lebih berhak atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji pembuktian terhadap sertifikat ganda hak 

atas tanah berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1687.K/Pdt/1998 

TANGGAL 29 September 1999 dan Keputusan Mahkamah Agung RI 

No.23.PK/TUN/200l tanggal 29 Mei 2002 yang akan dituangkan dalam skripsi 

. dengan judul : "ANALISIS KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN HUKUM SERTIFIKAT GANDA HAK 

ATAS TANAH".
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka

permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sertifllkat ganda hak atas tanah ?

2. Bagaimana Pembuktian tentang kepemilikan sertifikat ganda hak atas tanah

di dalam proses peradilan?

3. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung di dalam penyelesaian

sengketa sertifikat ganda hak atas tanah ?

C. Ruang Lingkup

Sebagaimana diketahui bahwa yurisprudensi yang memutuskan perkara

sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah begitu banyak, tetapi penulis disini 

hanya mengambil dua yurisprudensi sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini,

yaitu Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1687.K/Pdt/1998 tanggal 29 September 

1999 dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.23.PK/TUN/2001 tanggal 29 Mei 2002.

D. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya sertifikat ganda hak milik atas 

tanah.
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2. Mengetahui bagaimana pembuktian kepemilikan sertifikat ganda hak atas 

tanah.

3. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung di dalam 

penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah.

».

E. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek teoritis, melalui skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

informasi penyebab terjadinya sengketa sertifikat ganda hak atas tanah .

2. Dari aspek praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagaimana pembuktian kepemilikan dan apakah yang menjadi pertimbangan 

para hakim dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda hak atas tanah di 

Kota Palembang.

F. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian sendiri diartikan sebagai suatu 

kegiatan ilmiah yang berkaitan erat dengan analisis dan konstruksi yang 

dilakukan secara metode sistematis dan konsisten. Metode berkaitan dengan cara 

tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 

tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.8

8 Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta, Universitas Indonesia (UT- 
Press), 1986, hal 42
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1. Objek Penelitian

Objek yang menjadi bahan peneltian adalah proses penyelesaian sengketa 

sertifikat ganda hak atas tanah menggunakan Lembaga Pengadilan yang 

mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1687.K/Pdt/1998 tanggal 

29 September 1999 dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 23.PK/TUN/2001 

tanggal 29 Mei 2002

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, 

ditunjang dengan data empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, karena

penelitian ini tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-

bahan hukum di perpustakaan tetapi juga terhadap prakteknya di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan

data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan melalui wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada 

Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Palembang, hakim Pengadilan Tata 

Usaha Negara Palembang, dan Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah 

Pertanahan Badan Pertanahan Kota Palembang terhadap permasalahan 

yang akan dibahas di dalam skripsi ini.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi 

kepustakaan (library Research), yaitu menelaah bahan-bahan hukum yang 

ada di perpustakaan guna mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi- 

generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

terdiri dari:

a) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria;

b) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara;

c) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

e) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah;

f) Peraturan Pemerintah No.40 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah;

g) Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan 

Nasional;
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h) Yurisprudensi, yaitu:

1) Keputusan Mahkamah Agung RI No.l687.K/Pdt/1998 tanggal 

29 September 1999;

2) Keputusan Mahkamah Agung RI No.23.PK/TUN/2001 tanggal 

29 Mei 2002.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan

ilmiah, surat kabar Sriwijaya Post, Majalah IKAHI Tahun XVI No.187

April 2001 dan Tahun XIX No. 219 Desember 2003, buku-buku

pedoman dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Palembang, yang meliputi instansi sebagai 

berikut:

a) Pengadilan Negeri Kias IA Palembang;

b) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

c) Badan Pertanahan Kota Palembang.
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Penentuan sample penelitian dengan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik 

penggalian data yang didasarkan pada alasan atau pertimbangan kejadian 

tertentu dalam pengambilan sample atau dengan kata lain alasan 

digunakannya metode ini adalah untuk memastikan informan mengetahui dan 

menguasai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun informan 

yang akan diwawancari adalah:

a) Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Palembang;

b) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

c) Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Badan Pertanahan 

Kota Palembang.

5. Cara Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, 

majalah-majalah, hasil penelitian, dan segala bahan penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Selain menggunakan studi kepustakaan, cara pengumpulan data juga 

dilakukan melalui studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian di Pengadilan Negeri Kias LA Palembang, Pengadilan Tata Usaha 

Palembang dan Badan Pertanahan Kota Palembang.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode 

penguraian deskriptif, yaitu diuraikan dan dihubungkan secara sistematis 

dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan 

menggambarkan kesimpulan.

‘

dan
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